
 

 

 
 

PROVINSI ACEH 

 

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH 

NOMOR    79   TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN  

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA  

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH  

 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

 

WALIKOTA BANDA ACEH, 

 

Menimbang : a.  bahwa dengan diundangkan Qanun Kota Banda Aceh 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penataan 

kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

  b. bahwa Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 

2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Banda Aceh tidak sesuai lagi dengan dinamika 

dan perkembangan serta kebutuhan hukum sehingga perlu 

diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Bumi 

dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda 

Aceh; 

     

 

 

Mengingat....... 

SALINAN 

 



 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1092); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

 

 

 

 

8. Peraturan....... 



 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Daerah Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2010 Seri B 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh 

Nomor 7); 

12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 12 

Seri B Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda 

Aceh Nomor 12); 

13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda 

Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh 

Nomor 11); 

14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 63 Tahun 2016 

tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan 

dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda 

Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 

63); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, 

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH. 

    

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. 

3. Walikota....... 



 

3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. 

4. Badan Pengelolaan Keuangan Kota yang selanjutnya 

disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota 

Banda Aceh. 

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota yang 

selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan 

Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Bumi dan Bangunan 

dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang 

selanjutnya disebut UPTD PBB dan BPHTB adalah unsur 

pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan 

teknis penunjang yang bertanggungjawab 

menyelenggarakan pelayanan di bidang Pajak Bumi dan 

Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan di Kota Banda Aceh. 

7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PBB dan BPHTB pada 

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.  

8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian 

Tata Usaha pada UPTD PBB dan BPHTB di Lingkungan 

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan 

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan 

tertentu. 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi 

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang 

selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan 

hak atas tanah dan/atau bangunan. 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD PBB dan 

BPHTB pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota. 

(2) UPTD PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

merupakan UPTD kelas A. 

 

 

 

 

 

 

BAB....... 



 

BAB III 

ORGANISASI  

 

Bagian Kesatu 

Susunan dan Kedudukan 

 

Pasal 3 

 

(1) Susunan Organisasi UPTD PBB dan BPHTB terdiri dari: 

a. Kepala UPTD; 

b. Subbagian Tata Usaha; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD PBB dan BPHTB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 4 

 

(1) UPTD PBB dan BPHTB merupakan unit pelaksana teknis 

operasional pada Badan. 

(2) UPTD PBB dan BPHTB dipimpin seorang Kepala UPTD yang 

dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Kepala Badan. 

(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala 

Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. 

 

Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi  

 

Paragraf 1 

UPTD PBB dan BPHTB 

 

Pasal 5 

 

UPTD PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas teknis operasional bidang Pelayanan dan 

Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB. 

 

Pasal 6 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5, UPTD PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:  

a. pelaksanaan pelayanan dan konsultasi bagi wajib PBB-P2 dan 

BPHTB; 

 

b. pelaksanaan....... 



 

b. pelaksanaan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data 

pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek 

pajak serta penilaian objek PBB-P2 dan BPHTB; 

c. pelaksanaan penetapan dan pembayaran PBB-P2 dan 

BPHTB; 

d. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB; 

e. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur 

pelayanan dan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB; 

f. pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB; 

g. pelaksanaan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan 

wajib PBB-P2 dan BPHTB; dan 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

 

Paragraf 2 

Kepala UPTD  

 

Pasal 7 

 

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam 

melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang Pelayanan dan 

Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 8 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:  

a. pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja dan 

anggaran; 

b. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, 

kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan;  

c. pengendalian pelaksanaan pelayanan dan konsultasi bagi 

wajib PBB-P2 dan BPHTB; 

d. pengendalian pelaksanaan pengumpulan, pencarian, dan 

pengolahan data pengamatan potensi perpajakan, pendataan 

objek dan subjek pajak serta penilaian objek PBB-P2 dan 

BPHTB; 

e. pengendalian pelaksanaan penetapan dan pembayaran     

PBB-P2 dan BPHTB; 

f. pengendalian pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi     

PBB-P2 dan BPHTB; 

g. pengendalian pelaksanaan penyusunan Standar Operasional 

Prosedur pelayanan dan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB; 

h. pengendalian pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB; 

i. pengendalian pelaksanaan pengawasan kepatuhan kewajiban 

perpajakan wajib PBB-P2 dan BPHTB; 

j. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan 

Lembaga/Instansi terkait; 

k. pengendalian....... 



 

k. pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan; dan 

l. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

Kepala Badan. 

 

Paragraf 3 

Subbagian Tata Usaha 

 

Pasal 9 

 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan 

umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta 

penyusunan, evaluasi dan pelaporan. 

 

Pasal 10 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:  

a. pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan; 

b. pelaksanaan urusan kepegawaian; 

c. pelaksanaan urusan keuangan; 

d. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tatalaksana; 

e. pelaksanaan hubungan masyarakat, publikasi dan 

dokumentasi; 

f. pengelolaan sistem informasi dan komunikasi; 

g. pelaksanaan kepustakaan dan kearsipan; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

Kepala UPTD. 

 

BAB IV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 

Pasal 11 

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas UPTD PBB dan BPHTB sesuai dengan keahlian 

dan keterampilan yang dibutuhkan.  

 

Pasal 12 

 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 

dengan bidang keahlian dan keterampilan.  

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior. 

(3) Jenis....... 



 

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja. 

 

BAB V 

KEPEGAWAIAN 

 

Pasal 13 

 

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan 

diberhentikan oleh Walikota. 

(2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD 

PBB dan BPHTB diangkat dan diberhentikan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 14 

 

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan. 

 

Pasal 15 

 

(1)  Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a. 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas 

atau Eselon IV.b. 

 

BAB VI 

TATA KERJA  

 

Pasal 16 

 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala 

Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional 

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi 

dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi 

lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD PBB dan BPHTB wajib 

melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.  

 

Pasal 17 

 

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya 

karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Kepala 

Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan 

tugas Kepala UPTD. 

 

 (2) Dalam....... 



 

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat 

melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD 

menunjuk pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili 

dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha. 

 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 18 

 

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada 

UPTD PBB dan BPHTB dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Kota Banda Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kota serta sumber 

pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VIII  

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 19 

 

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan 

Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2013 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan pada Dinas Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Banda Aceh, tetap menjabat dan 

melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik 

pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini. 

 

BAB IX  

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 20  

 

(1) Hasil Analisis Jabatan dan hasil Analisis Beban Kerja 

pemangku jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan 

UPTD PBB dan BPHTB ditetapkan oleh Walikota. 

(2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan UPTD 

PBB dan BPHTB ditetapkan oleh Walikota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB....... 



 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 21 

 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan 

Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2013 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan pada Dinas Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda 

Aceh Tahun 2013 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

Pasal 22  

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh. 

 

Ditetapkan di Banda Aceh 

pada tanggal   6    Desember     2021 M                        

 1  Jumadil Awal  1443 H 

 

WALIKOTA BANDA ACEH, 

 

CAP/DTO 

 

AMINULLAH USMAN 

 

Diundangkan di Banda Aceh 

pada tanggal   6    Desember     2021 M 

 1  Jumadil Awal  1443 H 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH, 

 

 CAP/DTO 

 

 AMIRUDDIN 

 

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR  79 

 

 


